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Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja
(Studi Kasus Tunjangan Kinerja Daerah Bagi
Pegawai Di Provinsi Gorontalo)

Oleh: Jusdin Puluhulawa

Abstract

This study outlines the government's efforts to reform Gorontalo
rovince in the internal bureaucracy to build local government bureaucracy
through the implementation of performance-based incentive system of
regional performance benefits (TKD). Application of TKD will bring
consequences fto encourage the spirit, responsibility and job performance of
each employee and assessed based on performance. For those employees have
a high responsibility on the job and performing well based on the mechanisms
and standards that have been determined will get a regional performance
incentive allowances (TKD)

The conclusion of this article are: first, establish performance-based
bureaucracy through the implementation of systems approach to regional
performance incentive allowances (TKD) as an effective instrument to
motivate employees to perform well. Second, achievement of the performance
of employees from year to year tend to increase. Assuming TKD has a positive
impact on employee performance improvement, but from the assessment
system and its implementation need to be monitored and evaluated.

Keywords: Bureaucracy, Performance, TKD.

terh

%@apnya. Dalam perkembangannya

—

Pendahuluan

. Membangun birokrasi berbasis
klne:}a, dilihat dari prinsip administrasi
Publik  sebenarnya  tidak  dapat
dilepaskan dari persoalan manusia
i:ﬂg hidup dalam suatu organisasi
; 8ara. Adapun sumber daya manusia

'8anisasi birokrasi mempunyai ciri
}'an.g menunjukkan  kedinamisan,
p:makll, sifat dan motivasi kerja yang

.ed_a-beda. Oleh karena itu bila
fig WNistrasi publik tidak dinamis dan
_ pula mendorong  kearah
be':lpajl.lan, maka orang akan cepat
_Paling  dan  kurang  respek

MiStrac: wallol 47 ava +ahim 1000

an lahirlah paradigma baru yang
disebut ”Post Bureaucratic-Paradigm”
oleh Barzelay dan Armajani (1992).
Pada saat yang sama muncul juga
paradigma yang begitu cepat populer
karena  bersifat normatif, yaitu:
Reinventing Government  oleh D.
Osborne dan T. Gaebler (1992) yang
kemudian  dioperasionalkan  oleh
Osborn dan Plastrik (1997). Dalam
paradigma reinventing government,
pemerintahan harus bersifat: (H
catalystic; (2) community owned; (3)
competitive, (4) mission-driven; (5)
result-oriented, (6) customer-driven;
(7) enterprising; (8) anticipatory, (9)
decentralized, dan (10) market
ariented.



Paradigma tersebut dikenal
juga dengan nama New Public
Management yang  memiliki tujuh
doktrin penting yaitu: (1) Pemanfaatan
manajemen professional dalam sektor
publik; (2) penggunaan indikator
kinerja; (3) penekanan yang lebih besar
pada kontrol output; (4) pergeseran
perhatian keunit-unit yang lebih kecil;
(5) Pergeseran kompetisi ke yang lebih
tinggi; (6) penekanan gaya sektor
swasta pada praktek managemen; dan
(7) penekanan pada disiplin dan
penghematan yang lebih tinggi dalam
penggunaan sumber daya (Vigoda,
2002).

Paradigm dan doktrin tersebut,
menunjukkan  bahwa  karakteristik
utama NPM  adalah  perubahan
lingkungan birokrasi yang didasarkan
pada aturan baku menuju sistem
manajemen yang lebih fleksibel dan
lebih berorientasi pada kepentingan
publik. New Public Management
mengehendaki organisasi sektor publik
dikelola secara profesional. Kesan
amatiran dan tidak profesional harus
dihilangkan. Konsekuensi dilakukan-
nya manajemen profesional di sektor
publik adalah adanya kebebasan dan
keleluasaan manajer publik untuk
mengelola secara akuntabel organisasi
yang dipimpinnya. Manajemen
profesional mensyaratkan ditentukan-
nya batasan tugas pokok dan fungsi
serta deskripsi kerja yang jelas. Selain
itu juga adanya kejelasan wewenang
dan tanggung jawab.

Selain ity menurut
Chriptopher Hood (1991, 4-5) bahwa
konsep New Public Management
memiliki dokwrin sebagai  berikut:
berfokus pada manajemen, bukan
kebijakan, debirokratisasi, berfokus
pada kinerja dan penilaian kinerja,

akuntabilitas berbasis hasil (reg,,
based  accountabilily),  pemecy), ;\
birokrasi publik kedalam unit-unin

kerja, penerapan mekanisme Pasay
melalui pengontrakan atau Oulsourcj,
untuk membantu perkembangan
persaingan disektor publij.

pemangkasan biaya (cos? cutting) daﬁ
efisiensi; konpensasi berbasis }cine;ja
(ferformance  based  pay), (g,
kebebasan manajer untuk mengelola
organisasi. Pendapat tersebyt
ditegaskan lagi oleh Widodo (2008:23)
bahwa doktrin NPM sangat terkajt
dengan semakin pentingnya devolusi,
reformasi regulasi; reformasi proses
anggaran menuju penganggaran kinerja
(ferformance  budgeting),  accrual
budgeting dan pelayanan kepada
pelanggan (customer service). Saat ini,
upaya untuk memberikan layanan yang
berkualitas kepada pelanggan menjadi

perhatian utama  dari  berbagai
organisasi  diseluruh  dunia, baik
organisasi privat maupun publik.
Keterbukaan informasi juga ikut

mendorong masyarakat kian sadar
tentang hak dan  kewajibannya
dikaitkan dengan aktifitas pelayanan.
Oleh karena itu, harapan untuk bisa
mendapatkan pelayanan yang baik
tersebut kini juga mulai digantungka?
kepada organisasi pemerintahan.

Fokus kajian dalam tulisa® =

ini adalah bagaimana membang!'®
birokrasi berbasis kinerja, studi kas¥®
penerapan sistem insentif tunjanga®
kinerja daerah (TKD) merupaka’
faktor pengaruh dalam karakterist
internal  birokrasi, khususnya bagf
pegawai, agar termotivasi U“_w
mencapai kinerja dengan baik.. DI°
otonomi daerah dengan berlakuny?
Undang-Undang Nomor 22 tahun 199
tentang pemerintahan daerah

himy? Undangbglflndang E%m}?r 32
un 2004, perubahan atas Nomor
n 1999 tentang pemerintahan
dimana setiap daerah otonom
diberi kesempatan  seluas-luasnya
untuk melakukelm_ urusan rumah
ganya sendiri sesuai dengan
tensi dan kapasitas yang dimilikinya.
Kapasitas yang dimiliki oleh setiap
daerah bagaimana caranya member-
dayakan potensi yang ada untuk
dikelola secara kreatif dan inovatif,
paik untuk kepentingan pemerintahan
daerah maupun untuk masyarakatnya.
Untuk  memperbaiki  citra
birokrasi pemerintahan, maka
pemerintah Provinsi Gorontalo melalui
yisi pemerintahannya mengarahkan
pada enterpreneurial ~ government
system. Pendekatannya adalah dengan
melakukan re-enginering terhadap
kelembagaan dan proses penyeleng-
garaan pemerintahan, termasuk antara
lain kebijakan pemberian insentif
tunjangan  kinerja daerah (TKD).
Penerapan tunjangan kinerja daerah
(TKD) merupakan manifestasi dari
konsep New Public Management
(NPM), merupakan jawaban untuk
Membangun birokrasi berbasis kinerja
1 Provinsi Gorontalo. Namun menjadi
Permasalahan disini adalah sejauh
Manakah  implikasi TKD pada
Eeﬂcapaian kinerja pegawai di Provinsi
Orontalo?

d aerah:

B'mkrasi Pemerintahan.

. Terminologi birokrasi perta-
kalj diperkenalkan oleh Gournay
da abad 18 yang berasal dari
tbendaharaan kata, “biro” (bureau)
d?ng_ berarti meja tulis yang selalu
Artikan dengan suatu tempat dimana

: ?sjabat bekerja. Tetapi istilah birokrasi

dalam  bahasa  Jerman  disebut

“burokratie” itu digunakan oleh publik

di Jerman untuk menggambarkan

sistem pemerintahan yang dijalankan

oleh para pejabat. (Albrow,1996).

Gournay menganggap birokrasi adalah

salah  satu  dari  empat tipe

pemerintahan, disamping Monarkhi,
aristokrasi dan oligarkhi. Pengertian
dari Gournay ini merupakan elaborasi
yang sengaja diambil dari kerangka
pikir klasik tentang pemerintahan.

[stilah “burokratie” kemudian

dipopulerkan oleh Balzac kedalam

bahasa Perancis dan kata burokratie
segera berubah menjadi bureaucratie

(Albrow, 1996). Sementara Palidano,

dkk ( 2002) berpendapat “Bureaucracy

means different things to different
people in time and space™. Pengertian-
pengertian tentang birokrasi dapat
berbeda terhadap setiap orang pada
ruang dan waktu yang berbeda. Kamus
Akademi Perancis kemudian
memasukkan kata birokrasi dalam
suplemennya pada tahun 1798 dan
mengartikannya sebagai: kekuasaan,
pengaruh dari para kepala dan staf biro
pemerintahan.  Sementara  kamus

Weber’s (1991), memberikan arti

birokrasi adalah:

1. The administration of Government
through departments and
subdivision managed by sets of
appointed officials following an
inflexible routine (administrasi
pemerintahan melalui  departe-
men-departemen dan sub bagian-
sub bagian yang dilaksanakan
oleh seperangkat pejabat yang

ditetapkan  mengikuti  sebuah
kebiasaan-kebiasaan kerja yang
kaku).

2. The officials collectively

(kumpulan pejabat-pejabat).



3 Covernmentol officialism  of
inflexible ~ routiné (red tape).
(pejabat-pejabat pemen.ntahan
yang memlilk] kebiasaan-
kebiasaan kerja yang kaku.

4.  The concentration on authority in
a complex structure of
administration (perumusan
kewenangan dalam sebuah
struktur administrasi yang
kompleks).

Berdasarkan uraian di atas,
akhirnya istilah dan konsep birokrasi
telah disimpulkan oleh Downs, (dalam,
Widodo, 2008:18) mengemukakan
Pertama, birokrasi biasanya menunjuk
suatu lembaga atau tingkatan lembaga
khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi
dinyatakan sebagai suatu konsep yang
sama dengan biro. (walaupun tidak
semua pengarang setuju dengan konsep
tersebut). Kedua, birokrasi juga dapat
berarti suatu metode tertentu untuk
mengalokasikan sumber daya dalam
suatu organisasi yang berskala besar.
Pengertian ini sama dengan pembuatan
keputusan  birokratis  (bureaucratic
decision making). Ketiga, birokrasi
diartikan sebagai bureauness or quality
that distinguishes bureaus from other
types of organization.

Dalam  perspektif ilmu
administrasi  publik, pengertian
birokrasi tidak dapat dilepaskan dari
birokrasi pemerintahan (Henry,1988).

Almond dan Powel (1966)
rn-emberikan pengertian  tentang
birokrasi pemerintahan sebagai: a

group of formally organized offices
and duties, linked in a complex grading
subordinates to the formal roles
makers.  Atau kelompok tugas dan
Jabatan yang diorganisir secara formal
yang satu sama lain saling terkait
dalam <ebinah ieniano vane komnleks

R B

antara bawahan dengan para pembugt
peraturan formal. Birokrasi terdapgt

disemua bidang kehidupan dap
diperlukan oleh setiap organisas;
formal. Birokrasi yang terdapat

didalam organisasi formal memproseg
Public Goods dapat disebut birokrag;
publik (Public Bureaucracy),
Birokrasi menurut Peters mempunyaj
kaitan antara administrasi  publik
dengan apa yang disebutnya dengan
birokrasi publik.  Birokrasi publik
memusatkan perhatiannya pada aspek
administrasi yang bersifat “nondis.
cretionary.”  Menyatakan  bahwa
birokrasi hadir disektor publik maupun
privat, sehingga birokrasi pun dapat
dikelompokkan menjadi  birokrasi
publik (vang intinya adalah Birokrasi
Eksekutif) dan Birokrasi Privat (Riggs,
dalam, Ndraha, 2002: 519)

Birokrasi, yang dijadikan
sasaran kajian ilmu politik, oleh Katz
dan Danet (1973) disebut Government
bureaucracy. (birokrasi pemerintahan)

Ini sama saja dengan public
Bureaucracy. Seperti  diketahui,
pemerintahan adalah proses

penyediaan jasa-publik dan layanan-
civil bagi masyarakat dan bagi setiap
orang. Karakteristik jasa  publik
menonjol sejak muncul paham the
right to welfare (T.H. Marshall, The
Right to Welfare, 1981) dan negard
kesejahteraan (welfare state). Kat?

publik berarti masyarakat secar?
keseluruhan. Public dalam publi
policy yang menjadi dasar bag!

pelayanan publik, adalah hal yan
menyangkut kepentingan masyaraka!
umum. Berbeda dengan jasa pasar
yang dapat dijual belikan menurut
mekanisme pasar, (misalnya jas?

Bank, jasa wisata, jasa dokter), jas? u‘

ublik produk yang menyangkut
kebutuhan hidup orang banyak.

Jadi masyarakat lapisan

pawah, seperti air minum, jalan raya,>

jistrik, telkom, proses produksinya
disebut  kontrol pemerintah. Aspek
yang dikontrol pemerintah terutama
aspek mutu, harga, pelayanan, jumlah
yang cukup, distribusi dan ketersediaan
pada saat dibutuhkan. Pada saat tingkat
kemampuan (keberdayaan) masyarakat
masih rendah, pemerintah bertindak
sebagai provider- tunggal layanan
publik. Dibawah sistem politik yang
mendudukan pemerintah pada dual
position, yaitu policy maker dan policy
implementor,  pemerintah  dengan
mudah dapat mengendalikan pesan
(tuntutan) masyarakat (publik) sesuai
dengan kehendak dan kepentingan
rezim yang sedang berkuasa. (Kasus
PLN Paitongate, 1998, 1999) merupa-
kan sebuah contoh.

Dalam kaitanya dengan politik,
birokrasi  seringkali  didudukkan
sebagai pabrik jasa-publik dan layanan
civil, yang memproduksi jasa dan
layanan yvang telah dipilih dan
ditetapkan oleh policy makers (jadi
Politik menggunakan logika pasar;
Ngat  ungkapan “dagang  sapi”).
Birokrasi pemerintahan didudukkan
Setara  dengan managemen pada
Perusahaan,  walaupun  keduanya
berbeda, sementara dinas didudukkan
Sebagai pelaksana pelayanan (server,
Seller, marketer). Mengingat produk
okrasi itu bersifat jasa dan layanan,
Yang satu bersumber dari kewenangan
“edangkan  yang  lain  sebagai
fWajiban, birokrasi mempunyai dua

08, atasan dan consumer. Yang
Pertama  berorientasi pada atasan
(ve’“fikal), sedangkan yang kedua
_Sorientasi pada konsumer

(horizontal). Jack H. Knott dan Gary
1. Miller dalam Reforming
Bureaucracy (1987:15) menyebut yang

pertama  Bureaucracy and  Boss
Politics. Kenampakkan birokrasi yang
mengalami ketegangan antara

accountabilitynya keatas (an) dengan
tuntutan performance-nya ke publik
(konsumer), oleh Michael Barzelay
dalam Breaking Through Bureaucracy
(1992,3) disebut salah satu
bureaucratic paradigm.

Paradigma birokrasi dalam
ketegangan seperti diatas terbaca jelas
di Indonesia lebih-lebih selama 3
dekade terakhir sebagai strategi top-
down, keseragaman, keserentakan,
wadah satu-satunya, target, inpres, tata
niaga, dan penggunaan managemen
proyek di segala bidang. Semakin
totaliter ~ plus  otoriter  sistem
kenegaraan, semakin merimba raya
aturan yang dikeluarkan oleh pejabat,
semakin banyak kebutuhan masyarakat
akan layanan birokrasi, dan semakin
berat  bureaucratic = cost  yang
dibebankan  kepada  masyarakat,
semakin lemah kemampuan masya-
rakat untuk membayarnya, semakin
sukar  bagi  masyarakat  untuk
memperoleh layanan dari birokrasi.
(Ndraha:2002: 48).

Berdasarkan uraian di atas,
birokrasi pemerintahan dapat disimpul-
kan, sebagai struktur pemerintahan
yang berfungsi memproduksi jasa-
publik atau layanan civil tertentu
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
dengan mempertimbangkan berbagai
pilihan dari lingkungan. Pemerintah
sebagai provider harus mengantar dan
menyerahkan produk itu sampai
ditangan (hati) konsumer (pasien) pada
saat dibutuhkan, dan tidak sebaliknya,
dengan harapan konsumer mampu



menggunakan produk tersebut
sedemikian rupa sehingga manfaatnya
maksimal. Supaya harapan itu menjadi
kenyataan, konsumer harus disiapkan
atau diberdayakan, sehingga konsumer
mendapat manfaat sebesar-besarnya.

Kinerja Birokrasi

Konsep kinerja pada dasarnya
dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja
pegawai  (individu) dan kinerja
organisasi. Kinerja pegawai adalah
hasil kerja perorangan dalam suatu
organisasi. Sedangkan kinerja
organisasi adalah totalitas hasil kerja
yang dicapai suatu organisasi. Kinerja
pegawai dan kinerja  organisasi
memiliki keterkaitan yang sangat erat.
Tercapainya tujuan organisasi tidak
bisa dilepaskan dari sumber daya yang
dimiliki  oleh  organisasi  yang
digerakkan atau dijalankan pegawai
yang berperan aktif sebagai pelaku
dalam  upaya mencapai  tujuan
organisasi tersebut.(Pasolong, 2007:
175). Pendapat lain kinerja
(performance) sebagai kata benda
(noun) mengandung arti "Thing done"
(sesuatu hasil yang telah dikerjakan).
Kinerja merupakan suatu hasil kerja
yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok  orang dalam  suatu
organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing,
dalam rangka mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal,
tidak melanggar hukum dan sesuai
dengan moral dan etika
(Prawirosentono, dalam Widodo, 2001:
2006). Lembaga Administrasi Negara
(2000: 3) kinerja diartikan sebagai
gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/
kehiiakan dalam mewuiudkan sasaran.

tujuan, misi, visi, organisasi. Pendapat
lain tentang kinerja, Sepers
dikemukakan oleh Rue dan B}'ar;
(1981:375), mengatakan bahwa kinerja
adalah sebagai tingkat Pencapajy,
hasil. Kinerja menurut Interplan dalap,
Pasolong adalah berkaitan dengarl
operasi, aktivitas, program, dan Mis;
organisasi.

Dengan demikian agar bjg,
melihat derajat kemajuan yang telg),

dicapai  birokrasi  publik  dalap
menjalankan tugas, wewenang dap
tanggung jawab yang  diberikap

kepadanya standar ukuran kinerja
harus ditetapkan dan mendapatkan
persetujuan atau kesepakatan terlebih
dahulu antara birokrasi publik dengan
pihak yang memberikan  tugas,
wewenang dan tanggung jawab. Jadi
dalam tulisan ini menjadi sasaran
adalah kinerja pegawai secara individu
yang diserahi tugas oleh manajer/
pimpinan  organisasi dan  dapat
melaksanakan tugas pokoknya dengan
penuh tanggung jawab.

Pengukuran Kinerja Birokrasi

Pengukuran kinerja digunakan
untuk penilaian atas keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan  kebijakan
program dan kegiatan sesuai dengd®
sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudka®
visi dan misi instansi pemerintah['
(Widodo, 2001:209). Menurut LAN-R
bahwa indikator pengukuran kiner)2
adalah ukuran kuantitatif dan kualita®
yang menggambarkan tingk?
pencapaian suatu sasaran atau tUJ“ant
yang menggambarkan tiﬂgkﬂ
pencapaian suatu sasaran atau tujua”
yang  telah  ditetapkan dengal
mempertimbangkan indikator masukﬂr1

. is) keluaran (outputs), hasil
(mpc omes), manfaat (benefir) dan
ol ™" (Impacts).  LAN-RI

indikator  masukan

Bndeﬁnisikan
(fﬂpufs) adalah segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan keg}atan
dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator ini dapat berupa
dana, sumber daya manusia, informasi,
kebijakan atau peraturan perundang-
undangan, dan sebagainya. Indikator
keluaran (ouiputs) adalah sesuatu yang
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat
perupa fisik dan atau non fisik.
ndikator hasil (Qutcomes) adalah
segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada
jangkah menengah (efek langsung).
Indikator manfaat (benefit) adalah
sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
Indikator dampak (impacts) adalah
pengaruh yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif pada setiap tingkatan

indikator berdasarkan asumsi yang
ditetapkan. (dalam, Pasolong,
290?:1?8). Dalam konteks kinerja
birokrasi  pelayanan publik  di

Indonesia, pemerintah melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur  Negara
enpan) Nomor 81 Tahun 1995, telah
Memberikan rujukan dalam pemberian
Pelayanan |, seperti (1) kesederhanaan,
kejelasan,  (kepastian),  (4)
“amanan, (5) keterbukaan, (6)

efisiensi, (7) ekonomis, dan (8)
keadilan yang merata.

Dengan demikian, mengukur
kinerja  organisasi  publik  harus
dilakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi
kinerja merupakan kegiatan untuk
menilai atau melihat keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi atau unit
kerja dalam melaksanakan tugas dan
fungsi yang dibebankan kepadanya.
Karena evaluasi kinerja merupakan
analisis dan interpretasi keberhasilan
dan kegagalan pencapaian kinerja.
Kegiatan evaluasi baru dapat dilakukan
manakala kegiatan pengukuran kinerja
telah selesai dilakukan. Pengukuran
kinerja merupakan metoode untuk
menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

Membangun  Birokrasi  Melalui
Pendekatan Insentif.
Perilaku  memberi  insentif

merupakan bagian intergral dari upaya

memotivasi, terutama dilihat dari
dimensi eksternal. Manusia
organisasional senantiasa ditantang

oleh tuntutan-tuntutan ekonomi, non
ekonomi dan semi ekonomi. Ketiganya
sangat dominan bagi  motivasi
seseorang dalam mengemban misi
organisasi.

Konsep tersebut disajikan pada
gambar berikut ini.



Gambar 1 : Model hubungan insentif dengan produktifitas

Insentif Ekonomi

Insentif non
Ekonomi

Motivasi sebagai
sasaran antara

Y

Produktivitas
Organisasi

Insentif semi
Ekonomi

Sumber : Danim, 2004: 43)

Pada saat tertentu manusia
teransang dengan insentif ekonomi atau
materi  (matrial  incentives)  atau
keuntungan-keuntungan ekonomi
(economic rewards). Pada saat lain
terangsang dengan insentif yang

bersifat nir-material (non-material
incentives) atau keuntungan-
keuntungan semi material (semi-

material incentives) atau keuntungan-
keuntungan semi material (semi
material incentives).

Edgar H. Schein (1995) dalam
teorinya People in  organization
mengemukakan empat model dalam
memotivasi pekerja: Pertama, Model
rasional  ekonomi  (the  rational
economic model). Dalam model ini ia
menyarankan apabila ingin berhasil
dalam pencapaian tujuan organisasi
adalah dengan mengerti mental para
pekerja dan yang harus dipegang dan
dimanipulasi oleh para manajer
(organisasi) adalah dengan pemberian
insentif ekonomi. Asumsi dasar yang
diajukan oleh model ini adalah
bahwasanya para pekerja  pada
dasarnya pasif, malas, menolak untuk
mengambil/menangani tanggung jawab
dan harus dikontrol oleh manejer.
Kedua. Model Sosial (Social Model).

karena

dikembangkan
kesadaran serta kebutuhan pekerja
untuk berserikat untuk melakukan
hubungan dengan lain terutama sekali
dalam kelompok kerjanya. Ketiga, Self:
aktuating model adalah pengembangan
lebih lanjut dari model sosial, dimana
dalam model ini menggaris bawahi
tipikal organisasi yang sangat adaftif
terhadap kebutuhan para pekerja tidak

adanya

hanya dihargai melainkan lebih
mendapatkan pelatihan untuk
memahami kapasitasnya dan
keterampilannya. Keempat, ~Model
kompleks (Complex model)
dikembangkan oleh Shein, melihat

kekurangan dan kelebihan dari ketigd

model yang diajukan diatas. 12
berpendapat  bahwa model-model
sebelumnya terlalu sederhana dan

disama ratakan untuk setiap kasu®
Lanjut pendapatnya bahwa kebutuha?
manusia masuk kebanyak kategori dan
bervariasi sesuai dengan individu yang
bersangkutan dalam rangk?
pengembangan kepribadian serta situd®
hidup yang dialaminya. Deng®”
demikian akan sangat bervariasi da"
satu orang ke lainnya, satu situasi
lainnya. Insentif bisa juga bervarid®
bi’l,f_’,i mereka: uang sebagcai Conwh’

ke kar! aspek ekonomi (membayar, waktu
*Ta, jaminan kerja, dan lain-lain)

kebutuhan
i dasar, tetapi bisa juga untuk

emuaskan
piasany?

ghono™

gambar: 2. Model Memotivasi Pekerja.

mewujudkan aktualisasi diri.

Manajer/Pemimpin

0
Karyawan
v
Motivasi
v
L ¥ ¥ ¥
Model Model Self-
rasional Sosial aktuating Model kompleks
ekonomi (social model

Sumber: Edgar H. Schein (1995)

Pandangan Schein diatas, jika
dimaknai menunjukkan bahwa
implikasi  terpenting untuk para
manajer atau pemimpin adalah mereka
harus melakukan diagnostik dengan
baik terhadap situasi yang berkembang.
Mereka  harus  fleksibel  untuk
Memvariasi perilaku milik mereka
sendiri maupun dengan sub ordinat
dalam hubungan dengan kebutuhan
Untuk mencapai tujuan organisasi,

Ususnya situasi. Mereka dapat
Menggunakan manapun dari model
Yang disajikan diatas. Faktor kunci
Yag mepentukan  motivasi  dari
dividu  didalam organisasi adalah
Otrak psikologis. Kontrak psikologis
Bsanya  tidak tertulis, namun
®Mikian dampaknya sangat luar biasa
l.ha(!ap sekumpulan harapan dari para
“®0a dalam organisasi. Tidak hanya

“Sapi 4, derajat otonomi dalam

pekerjaan, mempunyai peluang untuk
belajar dan berkembang.

Dengan demikian timbul suatu
dorongan yang kuat dari para pekerja
untuk tidak melakukan pelanggaran.
Sebaliknya organisasi juga mempunyai
ekspektasi terhadap karyawan yaitu
memiliki loyalitas, menjaga rahasia
perusahaan dll. Situasi seperti ini
menurut penulis jika ditranformasikan
kesektor publik sangat relevan dalam
membangun birokrasi berbasis kinerja
pada pemerintahan lokal untuk
meningkatkan kinerja pegawai.
Manajemen insentif/konpensasi meru-
pakan salah satu elemen penting dalam
sistem manajemen kinerja birokrasi.
Manajemen insentif/konpensasi meru-

pakan mekanisme penting untuk
memotivasi dan mempengaruhi
personiel dalam organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi.




Implikasi  Tunjangan  Kinerja
Daerah (TKD) Pada Kinerja
Pegawai.

Implikasi TKD pada kinerja
pegawai tidak lepas dari indikator
pengukuran kinerja, terutama pada
proses input menjadi output. Indikator
input, yang digunakan indikator
finansial berupa anggaran. Indikator
input  tersebut diperlukan  untuk
mengukur tingkat ekonomi. Namun
harus dipahami bahwa indikator input
saja tidak cukup bila tidak diikuti
dengan penentuan indikator output.
Ukuran oufput menunjukkan hasil
implementasi program atau aktivitas.
Dalam kerangka membangun birokrasi
berbasis  kinerja, setiap individu
bertanggung jawab atas Kkinerja dan
pelayanan  dalam  lingkup tugas
pokoknya. Grote (1997) menyebutkan
terdapat lima tanggung jawab utama

yang harus dipenuhi oleh setiap
individu dalam organisasi untuk
mencapai hasil kinerja  yang

diinginkan. Tanggung jawab individu
tersebut adalah: Pertama, Memberikan
komitmen terhadap pencapaian tujuan.
Kedua, Meminta umpan  balik
(feedbaek) atas kinerja yang telah ia
lakukan. Ketiga, Melakukan
komunikasi secara terbuka dan teratur
dengan managernya. Keempat,
Mendapatkan data  kinerja  dan
membagi data itu kepada pihak lain.
Kelima, Menyiapkan diri untuk
dilakukan evaluasi atas kinerja yang
telah ia capai. (dalam, Mahmudi, 2007:
22). '

Setiap pegawai dalam
organisasi harus memiliki komitmen
yang tinggi terhadap pencapaian misi,
visi dan tujuan organisasi. Apabila
setiap peegawal memiliki komitmen

yang kuat untuk memberikan preg
terbaiknya bagi negara dan pelay,
terbaik  bagi

tag;

Tg
masyarakat, ma '

tentunya kinerja sektor publik akap
meningkat. Untuk menciptakan Sistiy

managemen kinerja yang Optimg]
setiap pegawai dalam organisas;j haru;
secara aktif mencari umpan baljk
(feedback) atas kinerja Merek,
Pegawai  seperti ini mempunys;
akuntabilitas, disiplin, dedikasi yang
tinggi baik pada organisasi, dimana i,
menyadari mengemban tugas
organisasi merupakan bagian dar
dirinya, sehingga selalu memberikan
yang terbaik termasuk pelayanan
kepada masyarakat. Manajer/pemimpin
publik yang efektif perlu memberikan
umpan balik atas kinerja bawahan serta
memberikan pengarahan, agar
dirangsang cara berpikir pegawai,
sehingga akan muncul perilaku
tanggung jawab pada tugas pokoknya.
Dalam  kaitannya  dengan
pendapat tersebut, pemerintah Provinsi
Gorontalo ~ mempunyai  konsepsi
membangun birokrasi berbasis kinerja,
yang  perlu ditindak lanjutl
sebagaimana  disampaikan  oleh
Gubernur Gorontalo pada saat kegiatal
workshop Best Practices reformasl
birokrasi tahun 2007 silam bV
Pertama, Tercapainya goo
Governance dalam penyelenggara®”
pemerintahan daerah. Kedua, Inti da"
good governance adalah transparansh
partisipasi, akuntabilitas, suprema®
hukum, ketanggapan dan efektifitas

efisiensi  dalam penye!enggaraan
pemerintahan sehingga mamp"
menghasilkan oufput dan outcom
yang memiliki relevansi deng®

kebutuhan masyarakat. Ketiga, Goof
governance adalah suatu akibat Y™
dipengaruhi oleh sejumlah kondis"

aratan tertentu. Keempat, Kinerja
pemerintah adalah proxy untuk melihat
alitas good governance. Kelima,
kumaki“ baik kinerja pemerintah maka
Semaki“ baik implementasi good
severnan(fe.
8 Pencapaian  kelima  arah
eformasi Pemerintah Provinsi
Gorontalo diatas, tidak akan tercapai
pasilnya, tanpa didukung oleh sistim
pirokrasi yang baik, terutama aparatur
daerah sebagai pilar utama dituntut
akuntabilitas, kinerja dalam melakukan
fugas-tugas pokoknya untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Olehnya itu Pemerintah
Provinsi Gorontalo mengagendakan
reformasi birokrasi daerah disamping
mendorong pegawai secara moral,
perlu memotivasi karyawan untuk
menampilkan performance terbaik bagi
organisasi maupun pelayanan kepada
masyarakat.

Penerapan sistim insentif TKD
merupakan instrumen yang tepat dan
Si_l‘axegis dalam upaya membangun
birokrasi berbasis kinerja. Langkah
Pe‘merintah Provinsi Gorontalo ini
S¢jalan dengan pemikiran Vrom (1964)
I_JahWa kinerja itu dipengaruhi oleh
INteraksi dua faktor yaitu kemampuan

motivasi. Jadi pemerintah daerah
Pandangan  bahwa  penghasilan
mer‘}P&kan salah satu komponen
Ele:;:gg yang  berperan  dalam
.mbentuk motivasi. Secara umum
?:‘Stlm_ penggajian dalam  bentuk
OSentlf TKD ini dipandang sebagai
daglponen kunci untuk meningkatkan
Mempertahankan motivasi, kinerja

?sl} Integritas pelayanan publik. Jadi
S’eq]m terdapat hubungan timbal balik

m ara emosional saling

_k:;glmtungkan antara organisasi dan
. YaWan, Semakin tinggi kontribusi

karyawan terhadap organisasi, semakin
tinggi pula insentif yang diterimanya,
akibatnya kinerja instansi membaik.
Kebutuhan pegawai dalam memenuhi
kebutuhan  hidupnya juga akan
meningkat.

Penerapan sistim insentif TKD
sudah memasuki tahun ketujuh. Milihat
data perkembangan pada sistim
penilaian  kinerja,  baik  secara
kelembagaan maupun personal, dari

sisi  akuntabilitas  dan  kinerja
pelayanan publik menunjukkan
kemajuan, sekalipun instrumen

penilaian kinerja karyawan, tahap awal
baru terbatas menilai aspek disiplin
pegawai, sebagai parameter penilaian
selama satu tahun. Misalnya saja
ketepatan waktu masuk kantor dan
pulang kantor, tidak meninggalkan
kantor pada jam kerja tanpa izin,
mengikuti atau tidak  mengikuti
kegiatan kenegaraan dan kegiatan
kantor lainnya (seperti senam pagi) dll,
yang menyangkut disiplin kehadiran.
Hasil penerapan sistem insentif dan
hukuman (punishment) kepada
pegawai dengan model TKD tersebut,
ternyata hasilnya cukup menggem-
birakan dari tahun-tahun sebelumnya.
Hasil evaluasi tahun 2004
ditemukan bahwa: Pertama, Hampir
semua unit kerja telah melaksanakan
apel pagi dan apel pulang sudah rutin
dan tepat waktu, Kedua, Kehadiran
pegawai disetiap hari pada setiap unit
kerja mulai meningkat. Ketiga,
Pegawai yang meninggalkan kantor
pada jam kerja tanpa izin mulai
berkurang drastis. Keempat, Pelaksana-
an senam pagi setiap jum’at dapat
dilaksanakan secara rutin dan jumlah
vang hadir hampir 100%. Kelima,
Kegiatan kenegaraan berupa upacara-
upacara dilaksanakan dengan rutin dan



jumlah yang hadir hampir seratus

persen. (Balitbangpedalda Provinsi
Gorontalo, 2005).

Secara umum, implikasi
penerapan TKD telah dapat
meningkatkan disiplin aparat

pemerintah daerah hingga mencapai
70-80% dengan indikator jumlah
pegawai yang melanggar dan jumlah
pegawai yang mentaati disiplin ( Data
laporan BKD & Diklat Prov.
Gorontalo, 2004). Pada tahap kedua
lebih  ditingkatkan, masih pada
keseimbangan  antara  komponen
disiplin  bobotnya 60%  dengan
komponen pencapaian kinerja 40%.
Unsur-unsur  pengurangan  disiplin
tidak mengalami perubahan.
Komponen pencapaian kinerja unsur-
unsurnya terdiri atas: (a) pemahaman
atas tupoksi, (b) Inovasi, (c) Kecepatan
Kerja, (d) Keakuratan kerja, dan (e)
Kerjasama.

Tahap wuji coba penilaian
berdasarkan unsur-unsur pencapaian
kinerja tahun 2005 tersebut, penerapan
sistem insentif TKD ternyata belum
mempunyai daya pengaruh pada
implikasi kinerja pegawai. Ini terlihat
pada data hasil penelitian
Balitbangpedalda kerjasama dengan
Universitas Gorontalo rata-rata skor
penilaian pada unsur-unsur pencapaian
kinerja pada posisi 60%:70% yaitu
komponen capaian kinerja 60% dan
disiplin 70%.  Komponen disiplin
ternyata nilai persentasenya masih
tinggi, karena ini mudah dipahami oleh
pegawali, instrumennya tidak jauh beda
dengan model DP3. Capaian
komponen kinerja dimaklumi karena
penerapannya baru pertama kali,
banyak pegawai masih pada tahap

pembelajaran dan penyesuaian
model penerapan sistim pep;
berbasis kinerja, terutama komp

Pady
laian

. : ; - Oney
inovasi, sulit bagi Pegawy;

: i i
menerapkannya, sehingga MOvyg;

muncul lebih banyak dari pimpinan
Sementara ada tanggapan Sebagiaﬁ
pegawai mekanisme penilaian Kinerjy
penerapannya belum optimal gy,
standar penilaian kinerja yang a4,
belum memenuhi unsur keadilan (Hagj)
Penelitian UG  bekerjasama  dengy
Prov. Gorontalo, 2008) Tetapi jik,
dimaknai hasil capaian kinerja sepert;
itu berarti implikasi TKD pada kinerja
pegawai belum maksimal, namun ada
kecenderungan sikap pegawai kearah
pencapaian kinerja yang lebih baik.
Pada tahap ketiga, tahun 2006
pembobotan dua komponen tersebut
dirubah dengan membalikkan bobot
komponen disiplin menjadi 40% dan
komponen pencapaian kinerja 60%.
Kemungkinan  besar  pemerintah
Provinsi Gorontalo bermaksud lebih
memacu untuk mengejar target capaian
aksi dan hasil, dengan tujuan
membangun sistim birokrasi yang baik

dan kinerja pegawai akan segerd
nampak kepada publik. Karend
performance birokrasi diawal
pemerintahan Gubernur Fadel

Muhammad sangat jauh berbeda da!
standar kinerja yang menjadi damba®
pemerintah dan masyarakat saat I
Penjabaran lebih lanjut dalam kerang?
memperbaiki sistem Kkinerja p‘ﬂgawai
dibarengi penambahan pada bob®
penilaian  komponen pencapa!aﬂ
kinerja seperti pada Tabel Penilaid!
atas komponen pencapaian kined?
sebagai berikut:

Tabel
(Perimbangan Komponen capaian kinerja 60%- Disiplin 40%)

Sumber : Muhammad, 2008 :196.

Capaian  hasil kinerja  dengan
menggunakan format diatas, setelah
diterapkan ternyata tidak jauh berbeda
ketika posisi komponennya masih
40%. Setelah dievaluasi nilainya
terpaut sedikit dengan hasil penelitian
UG dan Prov Gorontalo yaitu capaian
kinerja 65% sementara komponen
disiplin  rata-rata  75%. Dengan
perbandingan persentase seperti ini
ternyata implikasi Tunjangan Kinerja
Daarah (TKD) pada kinerja pegawai
!“ﬂSih pada posisi standar dalam arti
implikasi TKD pada capaian kinerja
Pegawai belum menunjukkan capaian
Maksimal. Kedua komponen tersebut,
Wenurut  pendapat penulis  harus
*lrama, seiring, tidak bisa dipisahkan,
seh}ngga kadar pembobotan harus
50:;1/mbang yaitu komponen disiplin
70 dan komponen pencapaian kinerja

%(I}(u% Sekarang penerapan insentif
ketuju,

memasuki  tahun
. en  penilaian  dan  sistim
“lapannya masih perlu dievaluasi

._inls dimana [etak kelemahannya.
Stm  penilaian kinerja  perlu

i]lsn.u

ie :
. Valuasi, ada kecenderungan dalam

terlalu didominasi
ketimbang

M penilaian

0
:f h kekerabatan

.-0 R 5 = -
"yektl\’lfﬂf-‘: dalam nenilatlan. Sistem

No Jenis Penilaian Sifat Dan Tenaga Kontrak Struktural
ff’” Sangat Baik 60% 60%
—7 | Baik 45% 45%
—73 | Sedang 35% 30%
""'Lf—- Kurang Baik 5% 5%
5 | Tidak Baik 0# 0%
.

penilaian perlu diawasi dan dievaluasi
dengan mempercayakan pada bagian
atau seksi tertentu yang dipercayai oleh
manajer/pimpinan ditugaskan untuk
menghandel data kinerja pegawai.
Namun dari data perkembangan
capaian kinerja pegawai di Provinsi
Gorontalo, dua tahun terakhir sejak
tahun 2008 hingga tahun 2009
menunjukkan peningkatan yang berarti
diatas rata-rata 85%, kategori baik.

(sumber BPKAD, Prov. Gorontalo,
2010). Dengan asumsi penerapan
sistem insentif tunjangan kinerja

daerah (TKD) berimplikasi positif pada
pencapaian kinerja pegawai sebagai
aparatur  pelaksana  pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kesimpulan

1. Membangun birokrasi berbasis
kinerja di Provinsi Gorontalo,
melalui pendekatan penerapan

sistem insentif tunjangan kinerja
daerah (TKD) sebagai instrumen
yang efektif untuk memotivasi
pegawai agar berkinerja baik.

2. Capaian kinerja pegawai dari
tahun ketahun cenderung
meninokat DNenoan acnime; TK T




berimplikasi positif pada
peningkatan kinerja pegawai di
Provinsi Gorontalo, namun dari
sisi  sistem  penilaian dan

dievaluasi.
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